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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia, bahkan 

menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal dan merupakan awal 

dari terbentuknya institusi kecil dalam keluarga. Dengan adanya hal 

tersebut, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara 

perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. 

Dengan berpuasa, diharapan dapat menjembatani diri dari perbuatan tercela 

yang sangat keji, yaitu perzinaan. (Wahyudi 2022:81) 

Perkawinan itu sendiri memiliki tujuan yang sangat mulia. 

Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan, yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain pengertian perkawinan yang disebutkan 

di atas ada pula beberapa definisi perkawinan, yaitu “perkawinan 

merupakan hubungan yang sah antara pria dan wanita dalam jangka waktu 

yang lama”. (subekti, 2017:23). Pendapat lain juga mengtakan bahwa 

“perkawinan adalah kehidupan antara seorang laki – laki dan seorang 

perempuan sebagai sepasang suami istri, yang memenuhi perysaratan yang 

terdapat dalam peraturan perundang – undangan perkawinan”. 

(Prodjodikoro, 1960:7). 
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Di Indonesia, perkawinan merupakan hal yang sah apabila 

perkawinan tersebut dilakukan menurut Undang – Undang Perkawinan. 

Dalam pasal 2 Undang – Undang Perkawinan dibahas bahwa perkawinan 

yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing – 

masing agama dan kepercayaannya. Serta setiap perkawinan yang terjadi 

akan dicatat sesuai yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Namun 

berdasarkan praktek dalam masyarakat, masih sangat banyak dijumpai 

adanya perkawinan yang dilangsungkan dengan tidak mengikuti aturan 

yang ada seperti perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau yang 

lebih dikenal dengan perkawinan siri. (Jamil 2017:413) 

Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan orang islam dan 

telah memenuhi rukun syarat perkawinan tetapi tidak dicatatkan di Kantor 

Urusan Agama. Perkawinan dalam hukum islam tercermin dari sudah 

terpenuhinya syarat dan rukun syaratnya sahnya suatu perkawinan., dengan 

hal ini yang menjadi dasar setiap muslim melakukan perkawinan secara 

agama Islam. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita 

kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan ini dapat ditegakkan dan 

dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan di masyarakat. Maka 

dari itu, tata cara perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan Hukum 

Negara telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang – 

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa dalam Islam Perkawinan 

jika sudah memenuhi rukun dan syarat maka Perkawinan yang tidak 

dicatatkan oleh pejabat yang berwenang, maka perkawinan tersebut tidak 
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memiliki kekuatan hukum sebagaimana pada Pasal 2 ayat (2) Undang – 

Undang Perkawinan. 

Islam menyatakan bahwa pentingnya syarat sahnya suatu 

perkawinan, terutama untuk mengetahui kapan seorang laki – laki dan 

seorang perempuan tersebut sudah sah diperbolehkan untuk melaksanakan 

suatu hubungan suami-istri agar tidak terjebak dalam hubungan perzinahan. 

Dengan melakukan perkawinan yang sudah ditentukan dan bertujuan sesuai 

dengan pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan, sah apabila dilakukan menurut 

hukum masing – masing agama dan kepercayaan-nya”. Berikut ini 

merupakan tujuan suatu perkawinan: 

1) Membangun rumah tangga yang kompak, harmonis, dan 

berlimpah rasa kasih sayang. 

2) Menciptakan anak – anak yang Salih dan Salihah, dari hasil 

perkawinannya yang sah. 

3) Melindungi harkat, martabat, serta kehormatan dan sebagai 

seorang insan manusia. (Olivia 2014 : 185) 

Salah satu kasus yang sering kita temui dalam perkawinan adalah 

perkawinan siri. Hal ini merupakan masalah serius terkait dengan isu 

perlindungan terhadap perempuan dan anak. Suatu perkawinan yang tidak 

dicatatkan dapat mengakibatkan istri dan anak kehilangan haknya, keduanya 

juga tidak bisa mendapatkan perlindungan secara hukum. Melihat hal ini kita 

dapat mengatakan bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang  

mengabaikan aspek kepedulian terhadap istri dan anak. 
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Anak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keluarga, menurut 

KUHPerdata, anak yang sah merupakan “anak yang lahir dari perkawinan 

yang sah antara ayah dan ibunya”. Adapun menurut Pasal 42 Undang – 

Undang Perkawinan, menyatakan: “Anak yang sah adalah anak yang 

dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Sedangkan 

menurut hukum perkawinan islam, menyatakan: “seorang anak yang sah 

ialah anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah antara ayah dan 

ibunya.” 

Pengajuan pencatatan perkawinan sangatlah penting dilakukan. 

pencatatan perkawinan. Undang – Undang Perkawinan mengatur bahwa 

suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dicatatkan dan memenuhi 

ketentuan agama. Pasal 2 undang-undang ini pada ayat 1 berbunyi: 

“Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan 

masing-masing. Sementara itu, Pasal 2 mengatur bahwa “semua perkawinan 

harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuan pencatatan 

perkawinan itu sendiri adalah untuk menjamin hak dan kewajiban pasangan 

dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, serta hak nafkah dan 

waris. Perkawinan tidak dicatatkan adalah perkawinan yang dilakukan 

hanya berdasarkan rukun Islam dan syariat, namun tidak dicatatkan pada 

Kantor Urusan Agama (KUA). Namun secara hukum perkawinan itu tidak 

sah karena belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama, dan anak – anak yang 

dilahirkan dari luar perkawinan, yang mana mereka hanya memiliki 

hubungan hukum ibu dan pihak ibunya saja. (Junalidi 2023:12) 
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Nikalh siri itu sendiri bialsalnyal dilalkukaln halnyal dihaldalpaln seoralng 

ustaldz altalu tokoh malsyalralkalt saljal sebalgali penghulu altalu dilalkukaln 

berdalsalrkaln aldalt istialdalt saljal. Lallu, perkalwinaln ini tidalk dilalkukaln 

kepaldal pihalk yalng berwenalng, yalitu KUAL (balgi yalng muslim) altalu 

Kalntor Caltaltaln Sipil setempalt (balgi nonmuslim) untuk dicaltalt. 

Permalsallalhaln nikalh siri ini salngalt sulit untuk dipalntalu oleh pihalk yalng 

berwenalng, kalrenal merekal menikalh talnpal sepengetalhualn pihalk 

berwenalng tersebut. (Olivial 2014:131) 

Di Indonesial sendiri sudalh dialtur menurut Kompilalsi Hukum Islalm 

selalnjutnyal disingkalt (KHI) tepaltnyal palsall 4 balhwalsalnyal perkalwinaln 

yalng resmi, jikal dilalkukaln sesuali dengaln syalrialt Islalm selalrals dengaln 

palsall 2 alyalt (1) Undalng – undalng Nomor 1 Talhun 1974 terkalit perkalwinaln 

selalnjutnyal disingkalt (UU Perkalwinaln) balhwalsalnyal perkalwinaln 

merupalkaln komitmen yalng salngalt kukuh altalu mitsalqaln ghallidzaln. Palsall 

5 KHI dijelalskaln balhwal pegalwali Pencaltalt Nikalh bertalnggung jalwalb altals 

pencaltaltaln perkalwinaln. Selalnjutnyal dijelalskaln lalgi paldal palsall 6 KHI, 

balhwalsalnyal perkalwinaln mesti dilalksalnalkaln di depaln daln dallalm 

palntalualn petugals pencaltalt perkalwinaln, daln jikal tidalk, perkalwinaln itu 

dialnggalp baltall demi hukum. 

Kondisi (fenomenal) di Indonesial, salmpali salalt ini malsih ditemukaln 

malsyalralkalt yalng melalksalnalkaln perkalwinaln siri, hall ini talntu tidalk balik 

daln bertentalngaln dengaln Undalng – Undalng Perkalwinaln, Dallalm Undalng 

- Undalng Perkalwinaln dinyaltalkaln balhwal perkalwinaln itu resmi jikal 

dilalksalnalkaln menurut ketentualn malsing – malsing algalmal sertal 

kepercalyalaln. Selalin itu, setialp perkalwinaln mesti dibukukaln sesuali 

ketentualn perundalng 
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-  undalngaln  yalng  beredalr.  Sedalngkaln,  perkalwinaln  siri  itu  sendiri 

dilalksalnalkaln talnpal pemalntalualn dalri pegalwali pencaltalt nikalh sertal 

perkalwinalnyal tidalk dicaltalt oleh pegalwali pencaltalt nikalh. Melihalt alkaln hall 

tersebut beralrti perkalwinaln siri tersebut tidalk resmi menurut ketentualn yalng 

berlalku kalrenal tidalk mentalalti peralturaln pemerintalh. 

Kalsus Perkalwinaln Siri bukalnnlalh hall yalng balru. Dallalm halsil 

pencaltaltaln Baldaln Pusalt Staltistik (BPS) kalbupalten Bogor, Jalwal Balralt 

Paldal Talhun 2023 perkalwinaln resmi tercaltalt halnyal 45,21% palsalngaln 

sualmi istri, selebihnyal memutuskaln untuk melalksalnalkaln perkalwinaln siri. 

Dallalm hall ini, selalku Bupalti Bogor Iwaln Setialwaln menjelalskaln kepalda l 

pihalknyal untuk memfalsilitalsi palral palsalngaln sualmi istri yalng telalh 

menikalh secalral algalmal, tetalpi belum tercaltalt secalral negalral dengaln 

menggelalr isbalt nikalh setialp talhun (metro.tempo.co). Selalin daltal dalri 

Baldaln Pusalt staltistik Kalbupalten Bogor Jalwal Balralt, salmal hallnyal dengaln 

Pengaldilaln ALgalmal daln Kementrialn ALgalmal Kotal Balnjalrbalru paldal talhun 

2023 malsih balnyalk sejumlalh palsalngaln sualmi istri tidalk lolos verifikalsi 

kalrenal tidalk sesuali dengaln undalng – undalng untuk melalkukaln isbalt 

perkalwinaln. Malsyalralkalt yalng melalkukaln perkalwinaln siri dihimbalu untuk 

melalkukaln altalu mendalftalrkaln diri algalr perkalwinaln tersebut salh oleh 

negalral. 

Menurut Undalng – Undalng Nomor 1 Talhun 1974 tentalng 

perkalwinaln, dallalm perkalwinaln siri salh alpalbilal dilalkukaln secalral algalmal, 

kalrenal perkalwinaln tersebut tidalk memenuhi persyalraltaln hukum negalral 

daln prosedur tertentu untuk mengalkui sebualh perkalwinaln secalral resmi. 

dalri ketentualn Undalng – Undalng Nomor 1 Talhun 1974 tentalng 

perkalwinaln yalkni ketentualn dallalm palsall 2 alyalt (2) mengenali pencaltaltaln 

perkalwinaln. 
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Balhwal palsall tersebut menegalskaln balhwal untuk sebualh perkalwinaln dialkui 

sebalgali salh menurut hukum negalral, halrus dilalksalnalkalnnyal sesuali dengaln 

ketentualn hukum yalng berlalku daln halrus didalftalrkaln sesuali dengaln 

peralturaln perundalng – undalngaln. Sedalngkaln alkibalt hukum terhaldalp istri, 

istri bukalnlalh istri yalng salh daln kalrenalnyal tidalk berhalk altals nalfkalh daln 

walrisaln dalri sualmi sertal tidalk berhalk altals halrtal gono – gini sualtu salalt 

terjaldi perpisalhaln. 

Berdalsalrkaln paldal kondisi tersebut, alpalbilal dallalm perkalwinaln 

tersebut menghalsilkaln alnalk, berdalsalrkaln Undalng – undalng perkalwinaln 

sertal Kompilalsi Hukum Islalm (KHI) balhwalsalnyal alnalk yalng lalhir dalri 

perkalwinaln siri altalu perkalwinaln di balwalh talngaln termalsuk sebalgali alnalk 

resmi altalu alnalk lualr kalwin. Dallalm peralktiknyal, meskipun perkalwinaln siri 

dialkui dallalm algalmal altalu aldalt, pencaltalt secalral resmi aldallalh Lalngkalh 

penting untuk memalstikaln balhwal halk – halk alnalk daln palsalngaln 

terlindungi sepenuhnyal oleh hukum negalral. Jikal palsalngaln yalng melalkukaln 

perkalwinaln siri ingin memalstikaln pengalkualn hukum altals halk – halk alnalk 

daln urusaln aldministraltif lalinnyal. Malkal dalri itu, timbulalh falktal – falktal 

yalng salngalt sensitif, kalrenal sebalgialn oralng megaltalkaln balhwal 

perkalwinaln tersebut aldallalh ‘urfi’ (balwalh talngaln), paldalhall perkalwinaln 

siri tersebut salngalt jaluh dalri traldisi, nilali – nilali daln alkhlalk. 

ALnalk yalng lalhir dalri perkalwinaln siri tersebut jugal palntals altals halk 

walris dalri alyalh biologisnyal. Hall ini bermalksud gunal memberikaln 

kejelalsaln daln kealmalnaln kepaldal setialp alnalk. ALnalk memiliki halk untuk 

talhu alkaln identitals oralng tual merekal, gunal menjelalskaln dengaln jelals 

daln terperinci 
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mengenali pembalgialn walris paldal alhli walirs, sallalh saltunyal dallalm alhli 

walris yalitu alnalk. 

Nalmun salalt ini staltus alnalk alkibalt perkalwinaln siri di Indonesial 

malsih menimbulkaln persoallaln daln ketidalkpalstialn balgi si alnalk. Staltus 

alnalk yalng dilalhirkaln dimaltal hukum dialnggalp sebalgali alnalk dilualr kalwin. 

Di dallalm Palsall 43 alyalt (1) Undalng – Undalng Perkalwinaln jelals dialtur 

balhwal alnalk tersebut tidalk alkaln mendalpaltkaln perlindungaln hukum altals 

halk walrisnyal. Nalmun untuk menggalpali perlindungaln hukum altals halk 

walrisnyal alnalk lualr kalwin, dalpalt menggunalkaln Putusaln Malhkalmalh 

Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 yalng menyaltalkaln balhwal alnalk lualr 

kalwin memiliki hubungaln perdaltal dengaln alyalh biologisnyal selalmal dalpalt 

dibuktikaln ilmu pengetalhualn. 

Berdalsalrkaln putusaln Malhkalmalh Konstitusi tersebut, hubungaln 

perdaltal alnalk dengaln alyalhnyal daln kelualrgal alyalhnyal didalsalrkaln altals 

aldalnyal hubungaln dalralh secalral nyaltal alntalral ibu dengaln alyalhnya l, 

sebalgalimalnal hubungaln dalralh dengaln ibunyal, meskipun alntalral alyalh daln 

ibunyal belum aldal ikaltaln suci perkalwinaln, hall ini menjaldi tidalk sejallaln 

dengaln ketentualn Palsall 186 Kompilalsi Hukum Islalm tentalng walris yalng 

telalh dinyaltalkaln balhwal alnalk yalng lalhir di lualr perkalwinaln halnya l 

mempunyali hubungaln salling mewalris dengaln ibunyal daln kelualrgal ibunyal. 

(Yulfalridal, 2021:106) 

Staltus alnalk dalri perkalwinaln tersebut alkaln menjaldi ketidalkjelalsaln, 

balik itu dalri segi pengalkualn, walrisaln, daln aldministralsi. Staltus alnalk alkibalt 

perkalwinaln siri malsih balnyalk menimbulkaln persoallaln daln ketidalkpalstialn 

balgi si alnalk. Staltus alnalk yalng dilalhirkaln dimaltal hukum dialnggalp 

sebalgali 
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alnalk lualr kalwin. Berdalsalrkaln Palsall 43 alyalt (1) undalng-undalng 

perkalwinaln telalh jelals dialtur balhwal alnalk lualr kalwin tidalk mendalpaltkaln 

perlindungaln hukum altals halk walrisnyal. 

Sallalh saltu kalsus yalng relevaln dengaln pengalturaln-pengalturaln di 

altals yalitu kalsus Ny. Mellal Thalmrin yalng melalkukaln gugaltaln kepaldal 

seoralng lalki-lalki yalng didugal alyalh biologis dalri alnalk di lualr perkalwinaln 

yalng salh. Di dallalm proses pengaldilaln, Ny. Mellal melalkukaln uji tes DNAL 

kepaldal lalki- lalki tersebut daln terbukti positif. In calsu, lalki-lalki yalng 

terbukti sebalgali alyalh biologis dalri alnalk yalng lalhir di lualr perkalwinaln 

yalng salh ini dijaltuhi kewaljibaln untuk memenuhi halk-halk dalri alnalk 

tersebut. Dengaln demikialn, kalsus ini menjaldi sallalh saltu implementalsi dalri 

lalhirnyal putusaln MK tersebut di Indonesial dallalm menalngalni perkalral-

perkalral serupal.(Iskalndalr, 2018:43-56) 

Dengaln dilalhirkalnnyal putusaln MK tersebut, memperluals 

pengalkualn halk-halk yalng dimiliki oleh alnalk di lualr perkalwinaln yalng 

dialtur di dallalm KHI. Meskipun di Palsall 186 KHI dinyaltalkaln aldalnyal 

pembaltalsaln halk-halk perdaltal alnalk halnyal terhaldalp ibunyal, tetalpi di 

putusaln MK ini memberikaln dalsalr hukum balru balgi alnalk-alnalk yalng lalhir 

di lualr nikalh untuk menuntut halk-halk perdaltal dalri alyalh biologisnyal. 

Dengaln demikialn, putusaln MK ini telalh membalwal perubalhaln positif yalng 

signifikaln dallalm pralktik hukum perdaltal di Indonesial terhaldalp interpretalsi 

dalri Palsall 43 alyalt 

(1) Undalng-Undalng Perkalwinaln daln Palsall 186 KHI, terkhususnyal 

terhaldalp pengalkualn daln perlindungaln halk-halk alnalk di lualr nikalh. Hall ini 

menunjukkaln balhwal hukum di Indonesial telalh berkembalng gunal memenuhi 
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kebutuhaln kealdilaln daln perlindungaln balgi seluruh walrgal negalral, 

termalsuk alnalk-alnalk yalng lalhir di lualr perkalwinaln yalng salh menurut 

hukum positif di Indonesial. 

Dengaln hall ini aldal beberalpal allalsaln yalng relevaln untuk penulis 

mengalmbil topik tersebut. Putusaln MK tersebut merupalkaln hall penting 

yalng berkalitaln dengaln staltus hukum alnalk yalng lalhir dalri perkalwinaln siri, 

sertal alnalk yalng lalhir dalri perkalwinaln siri tersebut sering dirugikaln dallalm 

pembalgialn halrtal walrisaln. Malkal dalri itu penulis salngalt tertalrik untuk 

mengalmbil topik tersebut. Berdalsalrkaln laltalr belalkalng tersebut, alkaln 

dilalkukaln sebualh penelitialn yalng membalhals “ALNALLISIS PUTUSALN 

MALHKALHMALH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 

TENTALNG PEMBALGIALN HALK WALRIS ALNALK YALNG LALHIR 

DALRI PERKALWINALN SIRI” 

1.2 Identifikalsi Malsallalh 

Berdalsalrkaln laltalr belalkalng dialtals, malkal diperoleh berikut 

permalsallalhalm yalng dalpalt diidentifikalsi aldallalh sebalgali berikut: 

1.2.1  ALnalk yalng lalhir dalri perkalwinaln siri dialnggalp alnalk dilualr 

kalwin kalrenal tidalk memiliki alktal nikalh yalng disebalbkaln tidalk 

memiliki alktal nikalg dalri oralng tualnyal. 

1.2.2 Konsekuensi dalri aldalnyal pernikalhaln siri. Membualt staltus alnalk 

tersebut malsih belum palsti halk walrisnyal. 

1.2.3 Terdalpalt staltus alnalk sebalgali halsil perkalwinaln siri di maltal hukum. 

 

1.2.4 Terdalpalt perbedalaln halk walris alnalk dalri perkalwinaln siri dengaln 

alnalk yalng salh dalri perkalwinaln. 
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1.2.5 Terdalpalt kekosongaln pengalturaln terhaldalp halk walris alnalk halsil 

dalri perkalwinaln siri di maltal hukum 

1.3 Pembaltalsaln Malsallalh 

ALgalr penelitialn ini fokus daln mendallalm, malkal peneliti 

memalndalng penelitialn ini untuk dibaltalsi. Yalng malnal penelitialn ini lebih 

fokus paldal Staltus alnalk dalri perkalwinaln siri berdalsalrkaln putusaln MK 

Nomor 46/PUU- VIII/2010 

1.4 Rumusaln Malsallalh 

Dalri uralialn laltalr belalkalng dialtals, malkal penulis dalpalt merumuskaln 

sebalgali berikut: 

1.4.1 Balgalimalnal kedudukaln alnalk halsil dalri Perkalwinaln Siri dallalm 

hukum positif di Indonesial? 

1.4.2 Balgalimalnal konsekuensi yuridis paldal halk walris alnalk yalng 

lalhir dalri perkalwinaln siri berdalsalrkaln putusaln MK Nomor 

46/PUU- VIII/2010? 

1.5 Tujualn Penelitialn 

1.5.1 Tujualn Umum 

1.5.1.2 Untuk mengetalhui daln menalmbalh walwalsaln di bidalng hukum 

perdaltal terkhusus yalng mngetalur tentalng hukum perkalwinaln di 

Indonesial. 

1.5.1.3 Untuk mengetalhui lebih dallalm daln menalmbalh pengetalhualn 

tentalng perlindungaln hukum terhaldalp staltus alnalk dalri 

perkalwinaln siri. 
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1.5.1.4 Untuk melengkalpi persyalraltaln demi mencalpali gelalr Salrjalnal 

Hukum di Prodi Ilmu Hukum Falkultals Hukum daln Ilmu Sosiall 

Universitals Pendidikaln Galneshal. 

1.5.2 Tujualn Khusus 

1.5.2.1 Untuk mengetalhui kedudukaln alnalk dalri perkalwinaln siri 

mendalpaltkaln halk walris dalri oralng tualnyal. 

1.5.2.2 Untuk mengetalhui konsekuensi yuridis paldal halk walris alnalk yalng 

lalhir dalri perkalwinaln siri berdalsalrkaln putusaln MK Nomor 

46/PUU/VIII/2010 

1.6 Malnfalalt Penelitialn 

Berdalsalrkaln tujualn penelitialn dialtals, malkal penelitialn ini 

dihalralpkaln dalpalt bermalnfalalt secalral 

1.6.1 Malnfalalt Teoritis 

Penelitialn ini dihalralpkaln dalpalt menalmbalh pengetalhualn daln 

walwalsaln yalng luals balgi palral pembalcal sertal dalpalt memberikaln 

sumbalngsih pemikiraln dallalm mengembalngkaln kaljialn hukum 

perkalwinaln, hukum kelualrgal, daln hukum perlindungaln alnalk yalng 

relevalnsinyal dengaln perlindungaln hukum terhaldalp staltus alnalk yalng 

lalhir dalri perkalwinaln siri berdalsalrkaln Undalng – Undalng Perlindungaln 

ALnalk. 

1.6.2 Malnfalalt Pralktis 

1. Balgi Peneliti dihalralpkaln dalpalt memeberikaln jalwalbaln altals 

permalsallalhaln yalng diteliti mengenali dalmpalk yalng ditimbulkaln dalri 

staltus alnalk dalri perkalwinaln siri 
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2. Balgi Malsyalralkalt untuk mendalpaltkaln kontribusi daln informalsi balgi 

malsyalralkalt khususnyal terkalit dengaln alnallisis Putusaln MK Nomor 

46/PUU-VIII/2010 Tentalng pembalgialn halk walris alnalk yalng lalhir dalri 

perkalwinaln siri. 

3. Balgi Pemerintalh, peneliti berhalralp dalpalt menalmbalh referensi 

kepenulisaln balgi instalnsi malupun menjaldi dalftalr rujukaln balgi peneliti 

– peneliti berikutnyal yalng malnal mungkin memiliki malknal substalnsi 

yalng salmal dengaln penelitialn ini. 

4. Balgi Penegalk Hukum, peneliti berhalralp dalpalt menjaldi referensi daln 

balhaln alcualn sertal balhaln pertimbalngaln alpalbilal aldal kalsus yalng 

berkalitaln dengaln penelitialn ini. 


